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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 26 TAHUN 2011 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

KOTA PASURUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang 

sehingga perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551);  

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);   

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
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Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3241); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4593); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN   

TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS 

DAERAH KOTA PASURUAN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. 

c. Walikota adalah Walikota  Pasuruan. 

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Pasuruan. 

e. Inspektur adalah inspektur Kota Pasuruan 
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f. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan. 

g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan. 

h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Pasuruan; 

i. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan   

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi negara. 

j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan  

hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya   

didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan    

tertentu serta bersifat mandiri.  

k. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas 

teknis Badan.  

 

BAB   II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Inspektorat 

Pasal  2 

 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah . 

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan program pengawasan; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas pengawasan. 

(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 
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(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 

Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal  3 

 

(1) Badan perencanaan pembangunan daerah      

merupakan unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  

(2) Badan perencanaan pembangunan daerah      

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan daerah. 

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan 

pembangunan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

perencanaan pembangunan daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh    

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin   

oleh kepala badan. 

(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan    

bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris 

daerah. 

Bagian Ketiga 

Lembaga Teknis Daerah 

Pasal  4 

 

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung 

tugas walikota. 


